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Jual beli gambir yang berlangsung di Nagari Muaro Paiti Kecamatan 
Kapur IX yang sudah lama diterapkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual 
beli. Penimbangan gambir dilakukan satu minggu sekali sesuai dengan 
kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, keakuratan dari timbangan masih 
diragukan, hal ini disebabkan oleh toke yang ingin mendapatkan keuntungan lebih 
dari petani (penjual) gambir. Adapun Permasalahan dari peneliti adalah 
Bagaimana bentuk Pelaksanaan Penimbangan Gambir dalam Transaksi jual beli 
Gambir di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX dan Bagaimana Tinjauan 
Fiqh Muamalah terhadap Proses Penimbangan Gambir dalam Transaksi  jual beli 
gambir di Nagari Muaro paiti, Kecamatan Kapur IX. Tujuan Permasalahannya 
yaitu Untuk mengetahui Bentuk Pelaksanaan Penimbangan dalam jual beli 
Gambir di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX dan untuk mengetahui 
Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Proses Penimbangan Gambir dalam Transaksi  
jual beli gambir di Nagari Muaro paiti, Kecamatan Kapur IX. 
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dan menyangkut data 
yang ada dilapangan, dan sample yang dijadikan responden dalam penelitian ini 
sebanyak 42 orang dari 842 petani gambir  dan 5 orang toke dengan teknik 
random sampling. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan 
menggunakan metode observasi, angket, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan 
metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 
mengungkapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati dan ada 
kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan 
secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. 
 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem penimbangan yang 
terjadi di Nagari Muaro Paiti terdapat unsur kecurangan dan penipuan (Unsur 
Tadlis) dalam transaksi jual beli gambir. Pelaksanaan penimbangan gambir yang 
dilakukan oleh toke membuat timbangannya masih goyang dan langsung 
dihitung,. Sedangkan Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung 
unsur penipuan, ketidakjelasan (gharar), termasuk didalamnya kecurangan 
terhadap takaran dan timbangan. Adapun ajaran agama Islam menganjurkan untuk 
tidak melakukan kecurangan dalam menimbang bahkan Islam disunatkannya 
melebihkan timbangan dan takaran itu. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak 
yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah 
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A. Latar Belakang Masalah. 
Jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar menukar harta dengan benda 
secara suka sama suka yang telah disyari‟atkan dalam Islam.
1
 Secara terminologis 
terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh, secara 
umum yakni, tukar menukar harta dengan harta. Sekalipun substansi dan 
tujuannya sama, dilihat dari aspek hukumnya mubah kecuali jual beli yang 
dilarang oleh syara‟. Dalam melakukan jual beli seseorang muslim haruslah 
memperhatikan kaidah dan aturan dalam syari‟at Islam sehingga tidak merugikan 
salah satu pihak.  Salah satunya ialah Jual beli gambir yang memang sudah 
menjadi suatu kebiasaan di tengah masyarakat di Nagari Muaro Paiti.Akan tetapi, 
di dalam pelaksanaan jual beli tersebut masih terdapat tradisi buruk yang tidak 
sesuai dengan aturan Islam, seperti adanyapemotongan berat timbangan. 
Adapun dasar hukum diperbolehkan jual beli salah satunya terdapat dalam Al-
Qur‟an surat Al-Baqarah (2): 275, sebagai berikut: 
 
 
.......          
 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”  
 
 
Di dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak luput dari namanya 




kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial tidak 
akan mampu berdiri sendiri, oleh sebab itu untuk melanjtkan hidupnya maka 
manusia membutuhkan bantuan orang lain. Hubungan tersebut di dalam agama 
islam dinamakan dengan Fiqh muamalah.
1
 
Dan surat Al-Mutaffifin (83): 1-6   
                   
                       
 
 
“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan 
menimbang). (2). (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari 
orang lain mereka minta dipenuhi. (3).dan apabila mereka menakar atau 
menimbang untuk oranglain, mereka mengurangi. (4). tidaklah orang-
orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 
(5). pada suatu hari yang besar. (6). (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 
menghadap Tuhan semesta alam? 
 
Al-Qur‟an Dalam Qs. As-Syua‟ra: 182 
      
 
 
“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”. 
 
Ayat Al-Qur‟an tersebut diatas menjelaskan bahwasanya kegiatan 
transaksi jual beli itu diperbolehkan namun jual beli juga bisa menjadi haram 
hukumnya bila dibumbui dengan hal-hal yang dilarang sesuai dengan ketentuan 
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syara‟.Menurut jumhur ulama, rukun jual beli adalah adanya penjual, pembeli, 
shighat (bentuk ungkapan), ma‟qud „alaih (objek aqad). 
Jual beli harus sesuai dengan cara yang dibenarkan, maksudnya ialah agar 
dapat dibedakan antara jual beli yang diperbolehkan dengan jual beli yang 
dilarang sesuai dengan syariat islam.  
Dalam dunia jual beli, permasalahan mengenai haram merupakan sesuatu 
yang tidak dapat ditinggalkan, karena dengan adanya harga dari suatu barang akan 
menentukan nilai jual beli dari barang tersebut. 
Salah satu Mata Pencaharian Masyarakat di Nagari Muaro PaitiKecamtan 
Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat adalah Pertanian Gambir. 
Usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, hal ini dipiliholeh  masyarakat karena 
usia pertanian gambir lebih lama dari yang pertanian yang lainnya dan 
pemeliharaannya tidak memakan biaya besar. Dan saat ini, salah satu hasil dari 
pertanian yang popular adalah hasil pertanian gambir.Hal ini gambir juga menjadi 
objek jual beli masyarakat di Nagari Muaro Paiti, Kec. Kapur IX, Kab. Lima 
Puluh Kota. 
Pelaksanaan jual beli gambir yang berlangsung di Nagari Muaro Paiti 
sudah lama diterapkan  di tengah masyarakat. Petani gambir menimbang 
gambirnya satu seminggu sekali dan penimbangan gambir dilaksanakan di Los 
Area Pasar Baru Nagari Muaro Paiti.Pelaksanaan jual beli gambir tersebut 





Berdasarkan praktik jual beli gambir yang terjadi di Nagari Muaro Paiti, 
bahwa sudah menjadi tradisi beberapa Toke (pembeli) melakukan jual beli dengan 
cara penerapan potongan timbangan. Pihak pembeli melakukan hal tersebut 
dengan alasan utama adalah untuk meraih keuntungan serta sudah menjadi 
kebiasaan dan banyak yang melakukan hal tersebut dalam jual beli gambir. 
Untuk menentukan harga gambir, yang paling urgen ialah perihal 
kualitasnya, yakni kekeringan dan pengelolahan gambir tersebut. Cara penentuan 
berat timbangan dalam pelaksanaan transaksi jual beli pada toke atau tempat 
lainnya dilakukan dengan cara menimbang. 
Namun yang menjadi permasalahannya ialah adanya pemotong berat 
timbangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, hal ini terjadi karena 
dikhawatirkan nantinya gambir yang dibeli toke dari petani akan mengurangi 
beratnya dari berat semula ditimbang. 
Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Zainal Abidin selaku toke 
gambir di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh  
Kota, Sumatera Barat. 
”Pemotongan berat gambir ini dilakukan untuk mengurangi 
kekhawatiran, sehingga pada setiap kg gambir kami memotong berat 
gambir lebih kurang 10-20 Kg, ini kami lakukan karena kekhawatiran 
kami, setelah kami mencampurkan gambir tersebut dari banyak petani 
ditakutkan adanya gambir yang belum kering, karena kekeringan dan 
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Ini tentunya dapat menimbulkan terdzalimi salah satu pihak, yakni pihak 
petani, dimana pihak petani gambir telah berupaya semaksimal mungkin untuk 
mengelolah gambir supaya mendapatkan gambir yang berkualitas dengan harga 
sesuai. 
Berikut wawancara peneliti dengan Bapak Jefri yang merupakan salah satu 
petani gambir di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima 
Puluh Kota, Sumatera Barat 
“ Pihak toke juga seringkali membeli gambir tersebut dengan harga yang 
berbeda ke setiap petani, ada yang membeli dengan harga Rp. 23.000,00 
ada juga yang membeli Rp. 17.000,00 dan harga ini tidak sesuai dengan 





Tidak itu saja, pematokan harga juga mendatangkan kemudharatan, 
dimana jika harga patokan itu lebih tinggi dari yang seharusnya, maka para 
pedaganglah yang diuntungkan. Sebaliknya jika harganya rendah, maka hal itu 
akan mendatangkan kemudhartan pada para pedagang.
4
 
Adanya potongan timbangan jual beli gambir sangatlah membebani petani, 
karena nilai jual gambir murah juga dilengkapi dengan potongan timbangan yang 
menjadi tradisi. Pihak petani tetap membiarkan praktik potongan dan manipulasi 
tersebut terjadi karena sudah menjadi hal biasa ditengah masyarakat, selain itu 
banyak juga petani yang terlilit hutang kepada toke, sehingga hanya diam ketika 
ketidakadilan tersebut terjadi.  
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Potongan timbangan dalam sistem jual beli gambir ini sangt menarik dikaji 
karena merupakan kebiasaan yang masih berlangsung hingga saat ini di 
masyarakat Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh 
Kota, Sumatera Barat. 
Sistem jual beli gambir antara toke dan petani gambir yang penulis uraikan 
diatas melatar belakangi penulis untuk mengetahui apakah hal ini bertentangan 
dengan prinsip jual beli yang dibenarkan dalam islam atau tidak. Untuk 
mengetahui hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih 
mendalam mengenai jual beli gambir antara toke dan petani gambir yang akan 
penulis tuangkan dalam bentuk Skripsi yang penulis beri judul “Tinjauan Fiqh 
Muamalah Terhadap Jual Beli Gambir”. 
B. Batasan Masalah 
Untuk menghindari masalah yang terlalu umum dalam penelitian 
ini.penulis membatasi masalah dalam penelitian penulis yaitu : Dalam Studi Kasus 
Penimbangan Gambir di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 
Lima Puluh Kota, Sumatera Barat Pada Tahun 2021. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 
permasalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana bentuk Pelaksanaan Penimbangan Gambir dalam Transaksi jual 
beli Gambir di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima 




2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Penimbangan 
Gambir dalam Transaksi  jual beli gambir di Nagari Muaro paiti, Kecamatan 
Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dilakukan penelitian ini di antaranya : 
a. Untuk mengetahui Bentuk Pelaksanaan Penimbangan dalam jual beli 
Gambir di Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima 
Puluh Kota, Sumatera Barat 
b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan 
Penimbangan Gambir dalam Transaksi  jual beli gambir di Nagari Muaro 
paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternative 
informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan 
sistem jual beli gambir yang terjadi di dalam masyarakat yang 
mengandung unsur potongan dan ketidakadilan. Selain itu, diharapkan 
menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian 
akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yangmaksimal. 
b. Sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar 
Sarjan Hukum (S.H) pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas 





E. Tinjauan Terdahulu  
Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan 
dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi ditulis oleh Patma 
Hartanti berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Jual beli Getah 
Karet Di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.Skripsi ini 
bersimpulan bahwa jual beli getah karet di desa kabun belum berjalan dengan 
baik, masih terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti 
mengurangi timbangan dan mencampurkan batu dalam getah karet sebelum dijual 
dengan tujuan untuk menambah berat timbangan getah karet.
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F. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di 
Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh 
Kota,Sumatera Barat. Adapun alasan penulis dalam pemilihan lokasi ini yaitu 
dikarenakan lokasi ini strategis dijadikan sebagai tempat penelitian karena 
pelaksanaan transaksi jual beli gambir banyak ditemukan di Nagari Muaro 
paiti, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah seluruh toke dan petani 
gambir di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima 
Puluh Kota Sumatera Barat. 
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b. Sebagai objek dari penelitian ini adalah sistem penimbangan dalam 
transaksi jual beli gambir di Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, 
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. 
3. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh toke dan petani gambir di 
Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Sumatera Barat.Sebanyak 5 orang toke dan Petani gambir sebanyak 842 Orang 
petani gambir atau dari seluruh masyarakat.
6
 Sedangkan sampelnya penulis 
ambil sebanyak 5% dari jumlah populasi dengan jumlah 42 orang, yakni 42 
orang petani gambir dan 6 orang pembeli (toke)dengan teknik Random 
Sampling. 
4. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang 
diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka proses utama yang 
akan dijadikan objek penelitian.
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a. Data primer yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan 
responden sumber dari data primer adalah petani gambir di Nagari Muaro 
Paiti Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima PuluhKota, Sumatera Barat. 
b. Data sekunder yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan 
responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan 
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yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang 
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Observasi yaitu metode yang digunakan dengan melakukan pengamatan 
secara langsungcara penimbangan gambir di Nagari Muaro Paiti, 
Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. 
b. Wawancara yaitumemberikan pertanyaan secara langsung kepada Petani 
dan toke yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
8
 
c. Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan 
pertanyaan tertulis pada petani dan toke gambir. 
d. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan pembahasan penelitian. 
6. Metode Analisa Data 
Adapun metode analisa data yang digunakan adalah analisa data secara 
deskriptif kualitatif yaitu setelah data semua dikumpulkan, maka penulis 
menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh 
dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. 
7. Metode Penulisan 
Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data 
tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut : 
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a. Deduktif  
Dengan metode ini penulis memaparkn data-data yang bersifat umum dan 
kemudian ditarik kesimpulan menjadi data yang bersifat khusus. 
b. Induktif  
Dengan metode ini penulis juga memaparkan dari data-data yang bersifat 





G. Sistematika Penulisan 
Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang 
terbagi kedalam  tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Penelitian 
disusun menjadi beberapa bab yang masing-masing memaut sub-sub dan bab-bab. 
BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, 
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan 
kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika 
penulisan. 
BAB II: Lokasi Penelitian Nagari Muaro Paiti, Kecamatan kapur IX, 
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dalam bab ini 
akan menggunakan gambaran umum geografis daerah, sosial 
keagamaan dan ekonomi. 
BAB III: Landasan teori yaitu dalam bab ini penyusun menguraikan 
tentang jual beli dalam islam berupa pengertian jual beli, 
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landasan hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, hal 
yang membatalkan jual beli, pengambilan manfaat dalam jual 
beli. 
BAB IV: Hasil penelitiandan pembahasan sistem penimbangan gambir 
dalam transaksi jual beli gambir yang dilakukan oleh 
masyarakat Nagari Muaro Paiti, Kecamatan Kapur IX, 
Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat ini berdasarkan 
Fiqh Muamalah dengan kerangka teori yang digunakan. 
BAB V: Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang 
diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang berpijak 

















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Ringkas  
1.Gambaran Umum Kabupaten 50 Kota  
Menurut tukang kaba, dalam salah satu tambo- cerita historis tetang 
asal usul dan silsilah nenek moyang orang Minangkabaudi Sumatera 
Baratterdapat sebuah kerajaan Pariangan yang dipimpin oleh Datuak Badaryo 
Kayo.Ia memiliki saudara seayah bernama Datuak Ketumanggugan dan 
Datuak Perpatih Nan Sabatang. Suatu hari kedua saudara ini bertemu Datuak 
Bandaryo Kayo guna membicarakan masalah kepadatan penduduk di kerajaan 
tersebut.Dalam pertemuan itu disepakati untuk memindahkan sebagian 
peduduk kerajaan ke daerah pemukiman baru. Setelah mengetahui daerah-
daerah yang akan dijadikan permukiman baru, mulailah pemindahan sebagai 
penduduk ke tiga arah yakni Utara, Barat dan Timur. Daerah permukiman 
baru di sebelah Barat kemudian diberi nama Luhak (daerah) Agam.Daerah 
sebelah Timur dinamakan Luhak Tanah Datar.Semetara itu, Datuak Sri 
Maharajo Nan Banego memimpin 50 orang menuju ke arah Utara, daerah 
Payakumbuh. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama Luhak Lima Puluah 
yang dalam perkembanganya menjadi Kabupaten 50 Kota. Untuk mengenang 
searah asal-usul nama kabupaten ini, pada lambang daerahnya kemudian 





Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Sensus 
Penduduk, berjumlah 348.555 jiwa yang terdiri atas 172.571 Laki-Laki dan 
175.984 Perempuan. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kepadatan 
penduduk 98 jiwa per km², dan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun 
sekitar 1,11 persen per tahun.  
Di pelosok desa Mahat, kecamatan Suliki Gunung Mas, banyak 
ditemukan peninggalan kebudayaan megalitikum.Di desa ini dapat disaksikan 
pemandangan kumpulan batu-batu menhir dengan latar belakang perkebunan 
tanaman gambir yang menyerupai panorama perkebunan teh di daerah 
Puncak, Jawa Barat. Karena pemandangan inilah, pada tahun 1981desa Mahat 
dimasukkan dalam salah satu objek wisata dari 73 objek wisata di kabupaten 
ini.  
Menurut sebagian sejarawan, Minanga Tamwan berada di hulu 
sungaiKampar, di sebelah timur kabupaten Lima Puluh Kota.Daerah ini 
tercantum dalam Prasasti Kedukan Bukitsebagai daerah asal Dapunta Hyang 
Sri Jayanasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya.Dalam prasasti tersebut Dapunta 
Hyang membawa 20.000 tentara dengan perbekalan sebanyak dua ratus peti 
berjalan dengan perahu, dan yang berjalan kaki sebanyak seribu tiga ratus dua 
belas orang.TamboMinangkabaumencatat bahwa Dapunta Hyang turun dari 
Gunung Marapike Minanga Tamwan dan keturunannya meluaskan rantau ke 
selatan Sumatera. 
Minanga Tamwan atau Minanga Kabwa diperkirakan merupakan 




Batas wilayah kabupaten 50 kota yaitu  : 
1. Utara    :  Propinsi Riau  
2. Selatan  : Kabupaten Tanah datar dan Kabupaten Sijunjung  
3. Barat    : Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman  
4. Timur   : Propinsi Riau  
Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 13 Kecamatan yaitu:  
1. Akabiluru ibukotanya Kototangah Batuhampa  
2. Bukik Barisan ibukotanya Guntuang  
3. Guguak ibukotanya Dangung Dangung  
4. Gunuang Omeh ibukotanya Koto Tinggi  
5. Harau ibukotanya Tanjung Pati  
6. Kapur IX ibukotanya Muaro Paiti  
7. Lareh Sago Halaban ibukotanya Pakan Rabaa Gadut  
8. Luak ibukotanya Mungo  
9. Mungka ibukotanya Mungka  
10. Pangkalan Kotobaru ibukotanya Pangkalan  
11. Payakumbuh ibukotanya Kotobaru Simalanggang  
12. Situjuah Limo Nagari ibukotanya Situjuah Gadang  
13. Suliki ibukotanya Suliki  
B. Gambaran Umum Kecamatan Kapur IX  
Kapur IX adalah sebuah kecamatandi Kabupaten Lima Puluh Kota, 
Provinsi Sumatera Barat,Indonesia.Kapur IX adalah salah satu dari tiga belas 




Kecamatan Kapur IX 723,36 Km
2
/ 72.336 Ha yang berarti 21,56 % 
dari luas Kabuputen Lima Puluh Kota yang luasnya 3.354,30 Km
2 
/ 3.354.300 
Ha, yang terdiri dari 7 nagari dan 31 jorong.  
a. Nagari terluas adalah Nagari Galugua 12.800 Ha terdiri dari 4 
jorong,yaitu: (a)Galugua, (b)Koto Tangah, (c)Tanjung Jajaran, (d)Mongan 
b. Nagari Sialang 11.700 Ha terdiri dari 4 jorong, yaitu :(a)Sialang Bawah, 
(b)Sialang Ateh, (c)Lubuk Koto, (d)Ronah Bengkek,  
c. Nagari Lubuak Alai 10.600 Ha terdiri dari 6 jorong, yaitu :(a)Suka Karya, 
(b)Alai Baru, (c) Rumbai, (d) Balai Tangah, (e) Koto Tinggi, (f)Saiduanau, 
d. Nagari Koto Lamo 10.336 Ha terdiri dari 5 jorong, yaitu (a)Koto Tuo, 
(b)Koto Tangah, (c)Tanjung Bungo, (d) Lolo, (e)Sungai Nyanyiang,  
e. Nagari Muaro Paiti 9.500 Ha mempunyai 6 jorong, yaitu :(a) Kampuang 
Baru, (b) Kampuang Dalam, (c) Kampung Talawi, (d) Sungai Panjang 
Indah, (e) Kampung Duri, (f) Koto Tinggi, 
f. Nagari Koto Bangun 9100 Ha mempunyai 3 jorong, yaitu: (a)Pulau 
Sialang, (b) Simpang,(c)Kampung Baru  
g. Nagari Durian Tinggi 8.100 Ha terdiri 3 jorong, yakni: (a) Bintungan Sati, 
(b)Cinta Maju, (c)Ranah Pembangunan.  
C. Gambaran Umum Nagari Muaro Paiti 
Nagari Muaro Paiti merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Kapur IX 
yang luas wilayahnya 9500 Ha mempunyai 6 jorong, yaitu : Kampuang Baru,  
Kampuang Dalam, Kampung Talawi, Sungai Panjang Indah, Kampung 




Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 Nagari Muaro Paiti yang 
diperoleh dari kantor walinagari Muaro Paiti itu sendiri, diperoleh bahwa jumlah 
penduduk Nagari Muaro Paiti mencapai 5.776 jiwa. Yang terdiri dari 3.003 jiwa 
laki-laki dan 2.773 jiwa perempuan.  
Nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX merupakan daerah beriklim 
tropis yang memiliki curah hujan rata-rata mencapai 2.537,86 mm
3
/tahun.  
Dengan kondisi  daerahnya pun masih  banyak hutan yang belum 
pernah dipergunakansebelumnya yang terdiri dari perbukitan dan dataran rendah 
serta lahannya yang bergelombang. 
 Jika dilihat dari bentang wilayah, Nagari Muaro Paiti berbatasan dengan : 
a.Utara   : Kampar  
b.Selatan  : Koto Lamo  
c.Barat   : Koto Bangun  
d.Timur   : Lubuk Alai  
D. Keadaan Penduduk Nagari Muaro Paiti  
a. Jumlah Penduduk  
Jika berbicara tentang ekonomi maka tidak akan bisa dipisahkan 
dengan yang namanya penduduk  karena penduduk merupakan bagian yang 
paling penting dalam kegiatan ekonomi sekaligus sebagai pelaku 
pembangunan dan sasaran pembangunan. Artinya penduduk merupakan objek 
dari pembangunan itu sendiri dan merupakan modal yang efektif bagi 




Manusia (SDM) memiliki kualitas yang baik maka pembangunan akan 
lamban dan memakan waktu yang sangat lama untuk bisa maju.  
Tanpa diikuti peningkatan kualitas yang baik, peningkatan jumlah 
penduduk setiap tahunnya tidak akan ada artinya bahkan menjadi beban 
tanggungan. Tetapi antara peningkatan jumlah penduduk dengan peningkatan 
kualitas SDM sejalan mengalami peningkatan maka itu akan menjadi salah 
satu modal yang sangat besar bagi pembangunan.  
Jumlah penduduk juga merupakan salah satu faktor dalam proses 
produksi. Karena faktor tenaga kerja yang bekerja untuk menghasilkan 
barang dan jasa berasal atau bersumber dari penduduk itu sendiri. Mereka 
yang akan melakukan proses produksi tersebut baik dari tenaga maupun 
pengendalian mesin ataupun sumbangan fikiran.   
Berdasarkan data jumlah penduduk Nagari Muaro Paiti berdasarkan 
sensus penduduk tahun 2020 bahwa Nagari Muaro Paiti mempunyai 
penduduk sebanyak 5.776 jiwa.Yang terdiri dari 3.003 jiwa laki-laki dan 
2.773 jiwa perempuan yang berasal dari 1.722 rumah tangga.Dan rata-rata 




b. Perkembangan Penduduk  
Selain penduduk sebagai objek pembangunan, penduduk juga 
merupakan subjek pembangunan sekaligus konsumen dari barang dan jasa 
yang dihasilkan. Gambaran mengenai perkembangan penduduk Nagari 
Muaro Paiti selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut 
ini:  
Tabel 2.1Jumlah Penduduk Nagari Muaro Paiti 
 
NO Uraian  Keterangan 
1 Laki-Laki 3.003 jiwa 
2 Perempuan 2.773 jiwa 
3 Kepala Keluarga 1.772 KK 




Jika dilihat dari Tabel 2.1 jumlah penduduknya dari tahun ke tahun 
Muaro Paiti selalu mengalami peningkatan jumlah penduduk yang 
sebagian dari jumlah penduduknya merupakan petani gambir. 
Perbandingan jumlah penduduk Nagari Muaro Paiti dengan jumlah 
penduduk Kecamatan Kapur IX adalah 19,84%.  
Artinya rata-rata jumlah penduduk Muaro Paiti mencapai 19,84% 
dari jumlah penduduk keseluruhan  Kecamatan Kapur IX tinggal di Muaro 
Paiti.  
c. Tingkat Pendidikan Penduduk  
Tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam 
keberhasilan ekonomi.Skill yang sangat diharapkan ada pada setiap tenaga 
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kerja, apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini menuju ke arah 
industrialisasi. Untuk melihat gambaran tingkat pendidikan penduduk 
Nagari Muaro Paiti dapat kita lihat pada Tabel : 
Tabel 2.2Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
 di Nagari Muaro Paiti 
 




1.  Belum sekolah karena 
masuk usia SD  
belum  677  11,72  
2.  Masih SD   800  13,85  
3.  Tidak tamat SD   555  9,61  
4.  Tamat SD   999  17,30  
5.  Masih SLTP   384  6,65  
6.  Tamat SLTP   818  14,16  
7.  Masih SLTA   328  5,68  
8.  Tamat SLTA   643  11,13  
9.  Masih sekolah AK/PT   234  4,05  
10.  Tamat AK/PT   282  4,88  
11.  Tidak pernah sekolah   56  0,97  
 Jumlah   5.776  100  




Dari Tabel 2.2 di atas dapat dilihat sebagian besar penduduk Nagari 
Muaro Paiti saat ini tingkat pendidikan terakhir tamat SD sebanyak 999 orang 
dari 5.776 jumlah penduduk Nagari Muaro Paiti tahun 2020, atau 17,30%. 
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Dan yang tamat SLTP 818 orang atau 14,16 %, 13,85% yang masih SD 
(sekolah dasar) atau 800 orang. Yang belum sekolah 677 orang atau 11,72%, 
tidak tamat SD 555 orang atau 9,61%, 6,65 % yang masih SLTP atau 384, 
untuk yang masih SLTA baik itu  
SMA,SMK sebanyak 328 orang atau 5,68% dari jumlah penduduk, 
11,13 % yaitu 643 orang yang tamat SLTA, 4,05% masih sekolah AK/PT 
atau 282 orang, dan yang paling sedikit adalah yang tidak pernah bersekolah 
sebanyak 56 orang atau 0.97%.  
d. Mata Pencaharian Penduduk  
Umumnya mata pencaharian penduduk Nagari Muaro Paiti adalah 
petani, tetapi masih ada penduduk yang memiliki profesi selain sebagai 
petani, yaitu berdagang, dan bidang jasa. Dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut 
: 
Tabel 2.3 Penduduk Nagari Muaro Paiti Menurut Mata Pencaharian 
 
Jenis Mata Pencaharian  Jumlah  Persentase  
Pegawai pemerintah  205  3,55  
Pegawai swasta  166  2,87  
Petani  1.142  19,77  
Pensiun  101  1,75  
Usaha sendiri  560  9,70  
Tidak bekerja  3.283  56,84  
Lainnya  319  5,52  




Sumber: Kantor Wali Nagari Muaro Paiti
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Dari Tabel 2.3 dapat kita lihat bahwa pada umumnya masyarakat 
Nagari Muaro Paiti pada umumnya bekerja sebagai petani sebanyak 1.142 
orang atau 19,77%. Petani disini ada petani karet sebanyak 300 orang dan 
petani gambir sebanyak 842 orang.Diluar yang tidak bekerja baik itu orang 
tua,anak-anak yang masih sekolah atau yang belum sekolah. Yang 
membuka usaha sendiri sebanyak 560 orang atau 9,70%.  
E. Struktur Organisasi  
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Kampung Duri  




F. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Nagari Muaro Paiti.  
1. Wali Nagari   
Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusa 
pemerintahan pembangunan dan kemasyrakatan. Dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud Wali Nagari mempunyai fungsi-fungsi sebagai 
berikut : 
a) Menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, seperti tata praja Pemerintahan, 
penetapan peraturan di Nagari, Pembinaan masalah pertanahan, 
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upayah perlindungan 
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 
wilayah.  
b) Melaksanakan pembangunan, seperti, pemabngunan darana prasarana 
nagari, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.  
c) Pembinaan kemasyrakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan.  
d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.  





2. Sekretaris Nagari  
Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsure pimpinan sekretaris 
nagari bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang administrasi 
pemerintahan. Sekretaris Nagari mempunyai fungsi, yaitu sebagai berikut : 
a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naska, administrasi surat 
menyurat,arsip, dan ekspedisi.  
b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat 
nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan 
rapat, pengaministrasian aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan 
pelayanan umum.  
c) Melaksanakan urusan keungan seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan wali 
nagari, perangkat nagari,Bamus Nagari, dan lembaga pemerintahan 
nagarilainnya.  
3. Kepala Urusan   
Kepala urusan bekedudukan sebagai staff secretariat yang mempuntai 
tugas membantu sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi 
pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan 
tugas kepala urusan mempunyai fungsi, sebagai berikut : 
1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melkasanakan 
urusan ketatausahaan seperti tata naska, administrasi surat menyurat, arsip, 




prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengaministrasian 
aset, investarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.  
2. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan 
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-
sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan,dan 
administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari, 
dan lembaga pemerintahan nagari lainnya.  
3. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mrngkoordinasikan urusan 
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran, pendapatan dan belanja 
nagari, menginvestarisir data-data dalam rangaka pembangunan, serta 
penyusunan laporan.  
4.Kepala Seksi  
Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis yang 
bertugas membantu Wali Nagari sebagai pelaksanaan tugas operasional. 
Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi, sebagai berikut : 
a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen 
tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi nagari, pembinaan 
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan 
upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan 
pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil nagari.  
b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 
pembangunan sarana prasarana nagari, pembangunana bidang 




bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.  
5.Wali Jorong   
Wali jorong berkedudukan sebagai unsure satuan tugas kewilayahan 
yang bertugas membantu Wali Nagari dalam pelaksanaan tugas di 
wilayahnya. Wali Jorong mempunyai fungsi, sebagai berikut : 
a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upayah pelindungan 
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan 
wilayah.  
b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.  
c) Melaksanaan pembinaan kemasyrakatan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga  
lingkungannya.  
d) Melakukan upayah-upayah pemberdayaan masyarakat dalam menunjang 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  
G. Sumber Daya Organisasi  
Sumber daya manusia dalah potensi yang terkandung didalam diri manusia 
untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk hidup social yang mampu 
mengelola dirinya sendiri. Dalam suatu organisasi sumber daya manusia 
merupakan salah satu unsur penting yang tidak akan bisa dipisahkan. Sumber 





Pengelolaan sebuah organisasi tentu melibatkan berbagai sumber daya 
yang merupakan aset dari organisasi tersebut.Sumber daya organisasi bisa 
berbentuk hidup yaitu manusia sebagai pegawai atau karyawan dari organisasi itu 
sendiri, fasilitas dan sarana prasaranaa serta hal lainnya yang mendukung 
pekerjaan dalam suatu organisasi. 
Nagari merupakan suatu pemerintahan yang terkecil juga merupakan 
sebuah organisasi, hal ini tentu saja membuthkan para pegawai yang mendukung 
terselenggaranya aktivitas pemerintahan. 
Aparatur nagari merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam 
pemerintahan nagari.Adanya aparatur nagari yang telah memiliki masing-masing 
tugas penting tidak terlepas dari baik atau buruknya sumber daya yang mereka 
miliki. Berikut adalah sumber daya organisasi pemerintah Nagari, yaitu sebagai 
berikut : 
Table.2.4. Daftar sumber daya Pemerintah Nagari Muaro Paiti 
No  Jabatan  Jumlah  
1  Wali Nagari  1 Orang  
2  Badan Permusyawaratan Nagari   6 Orang  
3  Perangkat Nagari  6 Orang  
4  LPM  7 Orang  
5  TP-PKK  57 Orang  
6  Wali Jorong  6 Orang  
Sumber : Kantor Wali Nagari Muaro Paiti
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Dari tabel diatas terlihat bahwa pemerintahan Nagari Muaro Paiti 
didukung oleh sumber daya manusia yang dari segi jumlah yang telah cukup 
memadai dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya dari segi pembangunan 
                                                             
13
































A. Jual beli   
1.Pengertian Jual beli  
Jual beli (al-bai‟) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran 
barang dengan barang (barter).Jual beli merupakan istilah yang dapat digunaan 
untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual 
dan membeli
.14 
Secara lughawi (dalam bahasa Arab ) jual beli adalah berarti menjual, 
mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata Al-bai‟i dalam 
bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata as-
syira‟ (beli).Dengan demikian makna kata al-bai” berarti “jual”, tetapi 
sekaligus juga berarti “beli”.Dalam Fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama 
fiqih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik 




Jual beli dalam artian yang umum adalah tukar menukar harta atau 
menukar harta dengan manfaat. Dalam arti khusus adalah tukar menukar harta 
dengan uang menurut ketentuan Islam yang berlaku suka sama suka yang 
bertujuan untuk memiliki selamanya.   
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2. Dasar Hukum Jual Beli  
Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya di dalam 
Islam adalah masalah jual beli.Hukum Islam membenarkan adanya jual beli 
berdasarkan Al-Quran dan Hadits serta ijma‟ para ulama. 
Surat An-Nisa‟ ayat 29 Allah berfirman:  
                   
              
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 





Adapun dasar dari hadist Nabi SAW diantaranya : 
ًِ َوَسههَم ُسئَِم : أَيُّ  ٍْ ُ َعهَ ًه َصههى َّللاه ُ َعْىًُ } أَنه انىهبِ ًَ َّللاه َعْه ِرفَبَعتَ ْبِه َرافٍِع َرِض
ٍٍْع َمبُْزوٍر { َرَوا ُجِم بٍَِِدِي ، َوُكمُّ بَ َحًُ اْنَكْسِب أَْطٍَُب ؟ قَبَل : َعَمُم انزه اُر َوَصحه يُ انْبَزه
 اْنَحبِكم
Dari Rafi‟ ra : bahwasanya Nabi ditanya :pencarian apakah yang 
paling baik ?, beliau menjawab “ialah orang yang bekerja dengan 




Landasan ijma‟ ulamanya:  
                                                             
16
Ibid, H. 112  
17




Legitimasi dari ijma‟ adalah ijma‟ ualama dari berbagai kalangan 
mazhab telah bersepakat akan disyarakatkannyadan dihalalkannya jual 
beli. Jual beli sebagai mu‟amalah melalui sistem barter telah ada sejak 
zaman dahulu. Islam datang member legistimasi dan member batasan dan 
aturan agar dalam pelaksanaanya tidak terjadi kezaliman atau tindakan 
yang dapat merugikan salah satu pihak.Selain itu, dalam konteks Indonesia 




Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari‟at dalam 
Islam.sehingga jual beli dibenarkan dengan memperlihatkan syarat dan 
rukun yang telah ditetapkan syari‟at Islam mengenai jual beli yang sah.  
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu kepastian, tanpa adanya 
rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun 
dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk 
bagian dari perbuatan tersebut.  
4. Rukun jual beli  
Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli, 
Adurrahman Al-Jaziri telah mengemukakan sebagai berikut:  
Rukun jual beli ada enam macam, pertama lafazh (sighat), kedua 
orang yang berakad, ketiga benda yang diakadkan (objek jual beli).Masing-
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masing terbagi dua sebab orang yang berakad itu adakalanya pejual dan 
adakalanya pembeli.Benda yang diakadkan itu adakalanya uang dan 




Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, jelaslah bahwa rukun jual beli 
itu ada enam macam, diantaranya:  
1. Ijab (ucapan dari penjual)  
2. Qabul (ucapan menerima dari pembeli)  
3. Penjual   
4. Pembeli  
5. Benda yang dijual  
6. Uang (benda yang berharga sebagai alat tukar menukar dalam jual beli)  
 
Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan 
membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual).Menurut 
mereka, yang mejadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan 
(rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan 
tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk 
diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan 
karelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut 
mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling 
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5. Syarat sah jual beli  
Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak 
pembeli syah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis besarnya 
adalah: tentang subyeknya, tentang objeknya dan tentang lafazh21. 
a) Tentang Subjeknya  
Bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan 
perjanjian jual beli tersebut adalah:  
b) Berakal, sebab hanya orang yang berakallah yang akan sanggup 
melakukan transaksi jual beli secara sempurna22, sedangkan orang gila atau 
bodoh tidak syah jual belinya 23 . Bila mereka (orang gila, mabuk, dan 
sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalah 
pahaman atau penipuan  hingga  tidak  bisa dipertanggung jawabkan 
perbuatannya itu.  
Dasarnya, Al-Quran surat An-Nisa‟ ayat 5:   
                       
  
 
Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
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belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 




Akan tetapi bagi orang gila yang dapat saja sadar seketika dan gila 
seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang 
dilakukannya ketika ia sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, 
tidak sah. Begitu pula halnya pada akad anak kecil yang sudah dapat 




a. Kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam 
melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan 
sesuatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak 
lainnya tersebut melakukan jual beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi 
disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar  
tidak kehendak sendiri adalah tidak sah26.  
Dalam kasus perwujudan ijab dan Kabul melalui sikap ini (Ba‟i al-
mu‟athah) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ualama fiqih.Jumhur 
ulama berpendapat bahwa jual beli itu seperti hukumnya boleh, apabila 
hal ini telah merupaka kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena 
hal ini telah menunjukan unsur saling rela dari kedua belah pihak. 
Menurut mereka, di antara unsur terpenting dalam transaksi jual beli yaitu 
suka sama suka (al- taradhi), sesuai dengan kandungan surat an-Nisa‟ 
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ayat 29 dalam uraian yang lalu. “Sikap mengambil barang dan membayar 
harga barang oleh pembeli menurut mereka telah menunjukan ijab dan 
Kabul dan telah mengandung unsur kerelaan.
27
 
Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus 
dilakukan atas kehendak para pihak, dapat dilihat dalm ketentuan Al-
Quran surat An-nisa‟ ayat 29 : 
ٍْىَُكْم بِبْنبَبِطِم إَِله أَْن تَُكىَن تَِجبَرةً َعْه  ٌَب أٌَُّهَب انهِذٌَه آَمىُىا ََل تَأُْكهُىا أَْمَىانَُكْم بَ
 َ   َكبَن بُِكْم َرِيًٍمبتََزاٍض ِمْىُكْم ۚ َوََل تَْقتُهُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنه َّللاه
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 
di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 




b. Keduanya tidak mubazir (bukan pemboros), maksudnya para pihak yang 
mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia 
yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum 
dikategorikan sebagai orang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak 
dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan 
hukum itu menyangkut kepentingnnya sendiri. Orang boros di dalam 
hukum berada di bawah pengampuan / perwalian, yang melakukan 
perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampu / walinya. Hal ini 
sesuai dengan surat An-Nisa‟ ayat 5 yang mana Allah berfirman:  
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                        
  
 
Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 




c. Baligh, atau dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun 
atau telah bermimpi ( bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak 
perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah 
tidak sah. Namun demikian bagi anak yang sudah dapat membedakan 
mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi belum dewasa, 
menurut pendapat sebagian ulama bahwa mereka diperbolehkan berjual 
beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli permen, roti, dan 
sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi 
kesulitan, sedangkan Agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan 
aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya30.  
6. Tentang objeknya   
Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda  yang 
menajdi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli 
haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  
a. Bersih barangnya  
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b. Dapat dimanfaatkan  
c. Milik orang yang melakukan akad  
d. Mampu menyerahkannya  
e. Mengetahui  
f. Barang yang dijadikan akad ada di tangan (dikuasai)31 
Untuk lebih jelasnya maka akan penulis uraikan sebagai berikut: 
Pertama : Bersih barangnya  
Adapun yang dimaksud bersih barangnya, barang yang diperjual 
belikan bukanlah benda yang diklafikasikan sebagai benda najis, atau 
digolongkan sebagai benda yang diharamkan. 
Kedua : Harus bermanfaat  
Tidak sah menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, serta menjual 
serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan
32
, dan manfaat 
tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu 
memperjual belikan benda-benda yang tidak ada bermanfaat akan 
mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau bagi pihak pembeli sendiri.   
Ketiga : Milik sendiri  
Maksudnya, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu 
barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari 
pemilik sah barang tersebut. 
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Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan 
pemilik atau berhak berdasarkan kuasa pemilik, dipandang sebagai perjanjian 
jual beli yang batal. 
Keempat : mampu menyerahkannya  
Adapun yang dimaksud mampu menyerahkannya adalah pihak 
penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli 
sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu pernyataan 
barang kepada pihak pembeli. 
Kelima : Mengetahui  
Adapun dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya 
tidak diketahui, maka jual beli tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian itu 
mengandung unsur penipuan, sebagai sabda Rasulullah SAW: 
“Kemudian jari jari Beliau menemukan bagian yang basah, lalu Beliau 
bertanya, : Hai pemilik bahan makanan!Apa yang basah ini?” Orang itu 
menjawab, “Kena hujan Ya Rasulullah !”Beliau bersabda, “Mengapa bagian 
yang basah itu tidak kau letakkan di atas agar bisa dilihat oleh calon 
pembeli? Barang-barang siapa menipu, maka dia bukanlah dari 
golonganku.”
33
. (H.R. Muslim). 
 
Keenam : Barang yang diakadkan ada ditangan.  
Menyangkut  perjanjian jua beli atas sesuatu barang yang belum 
ditangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau 
tidak dapat diserahkan sebagaimana yang diperjanjikan. 
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7. Tentang Lafazhnya  
Dalam akad jual beli harus ada ijab dan qabul, maksudnya pihak 
penjual atas namanya (dengan rela melepaskan barangnya, misalnya dengan 
ucapan). “Aku menjual barang ini kepada kamu dan menukar dengan uang / 
yang lain. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan “telah 
aku beli barang ini dan kini menjadi milikku, atau dengan ucapan yang tujuan 
yang sama.  
Pada dasarnya ijab dan qabul itu sama-sama suka pihak penjual rela 
menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerimanya 
meskipun ijab dan qabul itu dilakukan dengan lisan ataupun dengan 
menggunakan tulisan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling rela merelakan 
(teradili) sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran 
dalam surat an-nisa‟ ayat 29:  
                    
              
 
Artinya: “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu
34
”.  
Selain itu pula penyerahan barang itu dapat diartikan sebagai ijabnya, 
sekalipun tanpa kalimat penyerahan.Dan sebaliknya penyerahan barang itulah 
sebagai kabulnya, sekalipun tanpa kalimat yang diucapkan
35
.Sebagai mana 
adat kebiasaan (urf) yang telah berjalan semenjak dahulu kala. 
                                                             
34
 Departemen Agama RI, op.cit., h. 112  
35




B. Macam-Macam Jual beli   
Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang komplek, terdiri dari 
berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa bagian, 
yakni:  
1. Ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, yang dapat dibagi kepada beberapa 
bagian yaitu:  
a. Jual beli dengan khiyar 
Maksud jual beli dengan khiyar adalah, antara penjual dan 
pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut 
sebelum keduanya berpisah.Apabila terjadi perselisihan baik mengenai 
harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, 
jual beli khiyar ini di bolehkan dalam Islam. 
b. Jual beli murabahah 
Menurut keterangan dari M. Syafi‟I Antonio, bahwa jual beli 
murabahah yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati. Dalam bai al murabahahini, penjual harus 
memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 
keuntungan sebagai tambahan
36
.   
c. Jual beli salam 
Jual beli salam adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu 
yang dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat; barang itu ada dalam 
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pengakuan  (tanggungan) si penjual
37
. Maksud jual beli salam ini adalah 
benda yang diperjual belikan masih dalam pengakuan atau dapat 
diserahkan pada waktu yang ditentukan. Dimana sipembeli menyebutkan 
sifat-sifat barang yang dipesan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang 




2. Ditinjau dari sifat barang yang dijual, dapat dibagi:  
a. Jual beli Mastmun (mutlak)  
Yang maksud dengan jual beli mastmun adalah jual beli berupa 
harga atau uang disatu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli mastmun 
ini disebut juga dengan jual beli umum sehari-hari. 
Contohnya: saya jual tas ini kepada kamu dengan harga Rp. 30.000,-  
b. Jual beli Sharf  
Jual beli sharf adalah jual beli mata uang, para ulama sepakat 
bahwa jual beli mata uang ini dibolehkan asalkan antara uang yang dibeli 
dengan yang dijual seimbang, seperti orang menunaikan haji ke Makkah, 
mata uang yang dibawa berbeda dengan mata uang yang berlaku di negara 
itu, maka mau tidak mau harus terjadi pertukaran mata uang. Seandainya 
jual beli mata uang tidak diperbolehkan maka tentulah akan menimbulkan 
kesulitan.  
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga 
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1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad 
jualbeli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan 
penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakatbanyak. 
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual 
beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai 
(kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang 
seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian 
sesuatu yang penyerahan barang barangnya ditangguhkan hingga 
masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan 
ketikaakad. 
3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli 
yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau 
masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari 
curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan 
kerugian salah satu pihak.  
C. Jual Beli Terlarang  
Adapun jual beli yang dilarang, antara lain : 
1. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih mahal, 
sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli 
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2. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun benda atau 
barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena disalahgunakan, maka jual 
beli itu termasuk dilarang.  
3. Memperjual belikan anak binatang yang masih dalam kandungan.  
4. Jual beli muzabanah yaitu jual beli buah yang basah dengan yang kering  
5. Jual beli Mulamasah 
Jual beli mulamasah adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh.  
6. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: 
Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang ku saja  kau 
beli dengan harga yang lebih murah dariitu.
41 
7. Mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli. 
Salah satu macam penipuan adalah mengurangi timbangan. Allah berfirman 
dalam surat Asy-Syu‟ara‟ ayat 181-183 : 
                
             
Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- 
orang yang merugikan, Dan timbanglah dengan timbangan yang 
lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 
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Muamalah seperti ini suatu contoh yang harus  dilakukan oleh 
setiap muslim dalam kehidupannya, dalam bermua‟malah. Dalam tiap 
menimbang dia tidak mengurangi takaran dan timbangan untuk orang lain, 
disini kita tuntut untuk jujur dan tidak melakukan kecurangan di 
permukaan bumi ini.  
D. Hikmah Jual beli  
Allah mensyari‟atkan jual beli sebagai pemberian keluarga dan keluasan 
dari-Nya.Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa 
sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah 
terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih ada atau masih hidup. 
Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut 
berhubungan deng lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih 
sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk 
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E. Timbangan  
1. Pengertian Timbangan  
Penimbangan yang artinya proses, cara, perbuatan menimbang. 
Sedangkan timbangan berarti timbang atau sama berat. Timbangan juga 
berarti alat timbang, yaitu alat untuk menentukan apakah suatu benda sama 
berat yang dijadikan ukuran (standar berat) atau belum
44
. Penimbangan dalam 
bahasa Arab disebut juga dengan (ا ]ان ) yang artinya ( زنا   ) yaitu alat yang 
digunakan untuk menimbang. Kemudian disebut juga (ان]   ) sama dengan (  ا ’
 yaitu bahwa timbangan sama dengan keadilan. Dari pengertian tersebut ( ل
dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang 
sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut 
timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda 
sudah sesuai (banding) beratnya dengan yang dijadikan standar. Timbangan 
mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjukkan akhir dalam praktek 
timbangan menyangkut hak manusia.  
2. Pengertian Potongan Timbangan 
Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya adalah 
banding.Timbangan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan 
apakah suatu benda sudah sesuai dengan berat standarnya.Timbangan 
mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut hak dari seseorang. 
Potongan adalah penggalan atau memenggal sesuatu.Timbangan 
diambil diambil dari kata imbang yang artinya banding.Timbangan adalah 
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alat ukur untuk menentukan apakah suatu sudah sesuai dengan berat 
standar.Timbangan mencerminkan keadilan karena hasilnya menyangkut dari 
seseorang. 
Potongan timbangan adalah memotong, memenggal atau mengurangi 
berat dari suatu bendayang dilakukan pasa saat proses penimbangan atau 
setelahnya dengan tujuan untuk mensedikitkan berat pokok benda. 
1. Dasar Hukum Timbangan  
Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat 
oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Quran dan Hadits.  
Adapun dalil timbangan dalam Al-qur‟an, dalam surat Al-Muthafifin ayat 
1-6:   
                 
                
        
 
Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang 
yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta 
dipenuhi. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk 
orang lain, mereka mengurangi.tidaklah orang-orang itu 
menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. 
pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri 




Dalam surah ini Allah SWT.telah mengkhususkan ancaman-Nya 
kepada merka yang berlaku curang dalam menakar dan menimbang. Sebab 
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pada waku itu perbuatan seperti ini telah tersebar luas di Makkah dan 
Madinah.Mereka gemar sekali mengurangi takaran dan tidak pernah 
memberi takaran yang sempurna kepada pembeli. 
Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seseorang yang dikenal 
dengan nama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua takaran, yang satu dan 
yang lain kecil. Jika ia, bermaksud membeli hasil pertanian atau buah-
buahan, ia memakai takaran yang besar. Dan jika ia hendak menjualnya 
kembali, ia menggunakan takaran yang kecil.  
Orang semacam ini dan mereka yang berbuat serupa, jiwa mereka 
telah dipenuhi oleh ketamakan dan ktidakpuasan.Mereka itulah yang 
dimaksud oleh ancaman berat pada ayat ini. 
Selanjutnya Allah menjelaskan pekerjaan orang-orang yang berhak 
mendapatkan ancaman ini dengan firman-Nya:  apabila mereka 
mengambil hak takarannya dari orang lain, mereka tidak akan 
menerimanya kecuali jika takaran tersebut tepat dan sempurna. Namun 
apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi takarannya 
dan tidak pernah mencukupinya
46
.  
Dalam susunan ayat dinyatakan bahwa perihal istisfa (pemenuhan 
hak) adalah dalam hal menakar.Sedangkan ihksar (pengurangan hak) 
adalah dalam hal menimbang. Sebab kecurangan dalam menakar apa yang 
diambil adalah sesuatu yang tidak berarti dan dalam jumlah yang sedikit. 
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Lain halnya jika kecurangan itu dilakukan pada saat menimbang. Dengan 
mengurangi sedikit timbangan akan mengakibatkan kerugian yang besar.  
Sebab sesuatu yang ditimbang mempunyai nilai dan harga yang 
jauh lebih tinggi daripada sesuatu yang ditakar. Jika dalam ayat 
diberitakan bahwa mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk 
mengambil hak orang lain walaupun dalam jumlah yang sedikit, maka 
mereka akan lebih berani mengambil hak orang lain dalam jumlah yang 
lebih banyak ketika menimbang. Dalam hal ini si empunya barang jarang 
sekali memberi maaf kepada penimbang untuk mengambil haknya 
sebanyak itu. 
Tidak disangsikan lagi bahwa mereka termasuk golongan orang-
orang yang ingkar kepada hari akhir dan hari pembalasan.Sekalipun mulut 
mereka mengakui mereka benar-benar orang-orang yang beriman. 
Kemudian Allah menjelaskan betapa beratnya akibat perbuatan 
seorang yang ingkar ini melalui firman-Nya: sesungguhnya perbuatan 
mengurangi takaran dan timbangan serta menggelapkan harta orang 
banyak tidak akan terjadi kecuali pada orangorang yang ingkar kepada hari 
kiamat, yaitu hari ketika amal perbuatan mereka akan diperhitungkan di 
hadapan Allah. Sebab jika mereka mempercayai adanya hal-hal tersebut, 




Firman Allah pula dalam surat Ar-Rahman ayat 9 : 






          
 
Artinya: “Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah   




Pengertian ayat di atas menunjukkan, bahwa dalam berdagang kita 
tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau 
timbangan.Setiap perintah Allah diatas mununjukkan hukumnya “wajib” 
sehingga wajib bagi kita untuk menegakkan ukuran, takaran dan 
timbangan dengan benar. Bagi siapa yang tidak berbuat demikian berarti 
melanggar perintah Allah dan di akhirat nantinya akanmendapat hukuman 
dari allah.  
Adapun dalil timbangan dalam hadits Rasulullah, yaitu di 
antaranya: Jual beli sebagai salah satu kegiatan muamalah sangat 
dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut, 
sebagaimana sabda Nabi SAW : 
ًِ َوَسههَم ُسئَِم : أَيُّ  َعهْ  ٍْ ُ َعهَ ًه َصههى َّللاه ُ َعْىًُ } أَنه انىهبِ ًَ َّللاه ِرفَبَعتَ ْبِه َرافٍِع َرِض
َحًُ  اُر َوَصحه ٍٍْع َمبُْزوٍر { َرَوايُ انْبَزه ُجِم بٍَِِدِي ، َوُكمُّ بَ اْنَكْسِب أَْطٍَُب ؟ قَبَل : َعَمُم انزه
 اْنَحبِكم
“dari Rafi‟ ra : bahwasanya Nabi ditanya :pencarian apakah  
yang paling baik ?, beliau menjawab “ialah orang yang bekerja 
dengan tangannya dan tiap-tipa jual beli yang bersih. (HR. 




                                                             
48
 Departemen Agama RI, op.cit.,. h. 792  
49




Dari hadits diatas dapat diambil suatu pemahaman bahwasanya jual 
beli yang tidak bersih dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW melarang 
jual beli yang mengandung tipuan sebagaimana sabdanya:  
Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW lewat pada suatu 
tumpukan makanan, lalu tangan beliau dimasukkan ke dalam tumpukan 
itu, ternyata tangan belau basah. lalu beliau bersabda. Makanan apa ini, hai 
penjual makanan? Ia menjawab: kena hujan ya Rasulullah. Kemudian 
beliau bersabda: “Mengapa engkau tidak taruh yang basah itu disebelah 




Siapa yang menipu dalam sekilo korma atau daging, atau dalam 
semeter kain, atau dengan jalan menjadikan sesuatu yang baik sebenarnya 
tidak baik. Kualitas rendah dengan nama kualitas tinggi, atau dengan jalan 
mengurangi timbangan dalam hatinya untuk cenderung mengambil hak 
orang lain merupakan faktor timbulnya kegoncangan kepecayaan dalam 
masyarakat dan jalan ke arah permusuhan antara manusia yang oleh 
karenanya timbul kejahatan di muka bumi yang berakibat terganggunya 
kemaslahatan umum
51
. Oleh karena itulah Allah SWT mengutus Nabi 
Syu‟aib menyeru manusia, mula-mula kepada mengesakan Allah SWT, 
kemudian diikuti dengan larangan dan peringatan terhadap mengurangi 
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timbangan dan menganggapnya sebagai satu perbuatan yang menimbulkan 
kebinasaan setelah bumi itu aman dan tentram
52
.  
Sebagaimana firman Allah dam Surat Al-A‟raf ayat 85:   
                     
                        
            
  
 
Artinya: “Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] 
saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah 
Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. 
Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari 
Tuhanmu.Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan 
janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran 
dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di 
muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.yang demikian  itu 





Ayat di atas merupakan dasar hukum dilarangnya praktek 
pengurangan timbangan, yang secara tegas hukumnya haram. 
H.A. Manan mengatakan bahwa timbangan yang benar adalah satu 
prinsip dasar perniagaan dalam  Islam
54
. Dalam perniagaan timbangan 
yang benar sesuai dengan standar benar-benar harus diutamakan.Islam 
sebagai agama yang universal telah meletakkan penekanan pentingnya 
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faedah yang memberikan perbedaan antara perniagaan Islam dengan 
perniagaan non Islam yang berhubungan dengan nilai-nilai moral.Prof. 
HAMKA mengatakan pengurangan timbangan adalah pangkal bala 
rusaknya kepercayaan. Keuntungan yang diperoleh dari cara mengurangi 
timbangan bukanlah keuntungan yang terpuji
55
.  
2. Jenis Timbangan  
Ada beberapa jenis alat timbang yaitu: Timbangan  Bobot Insut, 
Timbangan Meja, Timbangan Pegas Pelastik, Timbangan Pegas Bersahaja, 




. Adapun jenis 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan dari uraian yang penulis paparkan di atas penulis dapat 
menyimpulkan sebagai berikut:  
1. Pelaksanaan penimbangan Gambir yang dilakukan di Nagari Muaro Paiti 
terdapat kecurangan yang mana timbangan yang masih goyang langsung 
dihitung oleh pembeli. Di samping itu, pembeli juga melakukan pemotongan 
berat gambir mulai dari berat karung goni sampai berat gambir tersebut yang 
menyebabkan Petani Gambir dirugikan. Sedangkan tanggapan masyarakat 
terhadap penimbangan tersebut mayoritas masyarakat Nagari Muaro Paiti 
tidak rela dan tidak ikhlas dengan penimbangan yang dilakukan oleh toke, 
mereka terpaksa menjual gambir tersebut kepada toke. Kita dapat lihat dari 
respon masyarakat dengan cara mereka menegur para toke ketika 
penimbangan terjadi.  
2. Ajaran Islam melarang keras dalam aspek pengurangan timbangan dan 
takaran. Dimana pemotongan berat timbangan disini si toke terlebih dahulu 
mengurangi berat Goni/Karung Gambir sebesar 2Kg dan jika si petani 
menggunakan Je (tempat gambir yang dibentuk dari rotan) dikurangi sebesar 
5Kg. Misalnya berat gambir yang ditimbang 100 kg maka dipotong berat 
gambir sebanyak 15%-20% dan dibayar kepada petani 83Kg sedangkan 17kg 
di anggap hangus. Hal inilah yang terjadi dalam pelaksanaan penimbangan 





dan takaran itu adalah haram hukumnya, Menurut penulis penimbangan 
gambir yang dilakukan oleh toke di Nagari Muaro Paiti tidak sesuai dengan 
ketentuan yang dianjurkan oleh agama Islam yaitu timbangan yang digunakan 
tidak akurat. Kelebihan yang didapat oleh toke dari tidak mengakuratkan 
timbangan itu dianggap penipuan dan pencurian karena mereka para penjual 
tidak rela dan para toke mengambil hak orang lain  dengan jalan batil, maka 
hukum jual beli tersebut adalah haram hukumnya.   
B. Saran  
Melihat dari kenyataan yang terjadi di Nagari Muaro Paiti Kecamatan 
Kapur IX dalam pelaksanaan penimbangan gambir dalam jual beli penulis 
menyarankan kepada toke agar mereka akurat dalammenimbang dan tidak 
melakukan lagi kecurangan terhadap penimbangan gambir tersebut dan 
seharusnya mereka para toke harus bertindak jujur dalam melakukan 
penimbangan. Dan untuk masyarakat penulis menyarankan kepada mereka supaya 
melaporkan kecurangan yang dilakukan toke kepada wali Nagari Muaro Paiti. 
Dan kepada masyarakat agar jujur dalam menjual gambir kepada toke. Dan dari 
karyah ilmiah penulis ini agar dapat dijadikan oleh toke dan petani sebagai 
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